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INTISARI 
 
 
Penelitian ini memaparkan politik hukum pengajuan judicial review dari 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) 
Pasal 256 mengenai calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur/Wakil 
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota. Dalam pasal ini, 
calon perseorangan sebagaimana dimaksud berlaku dan hanya dilaksanakan 
untuk pemilihan pertama kali sejak undang-undang ini diberlakukan dan 
membatasi jalur perseorangan hanya sekali saja di Aceh. Tujuan penelitian ini 
adalah mengkaji politik hukum kisruh regulasi pemilihan kepala daerah Aceh 
tahun 2012 dan mengetahui esensi judicial review undang-undang oleh 
Mahkamah Konstitusi untuk kemudian dikaitkan dengan supremasi hukum di 
Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian 
hukum perpustakaan. Penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis 
sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan yang 
menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran 
atau menjabarkan data, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan 
narasumber yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun 
lisan dari narasumber yang diwawancarai. Dari sisi politik hukum, kewenangan 
hukum pengadilan konstitusi harus dapat menempatkan kepentingan hak warga 
negara yang didasarkan pada prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Dalam hal ini Judicial Review 
yang dilakukan oleh elemen masyarakat Aceh terhadap MK, yang meminta pasal 
256 UUPA untuk dianulir, karena dianggap melanggar hak konstitusional 
masyarakat Aceh. Jika awalnya keberadaan calon independen di Indonesia 
terinspirasi dari Aceh, lantas kenapa di Aceh hanya boleh berlaku sekali saja? 
Maka kenapa aturan bolehnya calon independen maju sebagai calon kepala 
daerah di Aceh tidak disamakan saja dengan daerah lain, yang dalam 
kenyataannya juga terinspirasi dari Aceh? 

  
Kata Kunci : Judicial Review, Konflik, Aceh, Pemilukada 
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ABSTRACT 
 
 
This research describes the legal political judicial review of Undang-Undang No. 
11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) paragraph 256 about 
independent candidates in the election of the governor/ vice governor, regent / 
vice regent, or mayor/ deputy mayor. In this paragraph, the individual candidate 
is intended and only implemented for the first election since this law applied and 
restricted only once in Aceh. The purpose of this study is to assess the regulatory 
chaotic of Aceh’s regional elections in 2012 and to knows the judicial review 
essence of legislation by the Constitutional Court before associated it with the 
rule of law in Indonesia. This research is a normative legal research or legal 
library research. This study aimed to the written law so that this research is very 
closely related to the literature which is using qualitative descriptive method to 
give an idea or describe the data, examine words, a detailed report on the views 
of sources that produces descriptive data in the form of words written or oral of 
informants interviewed. From the political side of the law, the legal authority of 
the constitutional court should be able to put the interests of the rights of citizens 
based on the principles of recognition, security, protection, and fair and equal 
treatment in front of the law. In this case the judicial review carried out by 
elements of Acehnese society to the Court, asking paragraph 256 UUPA to be 
ignorance. This paragraph considered for violating the constitutional rights of 
the people of Aceh. If initially the presence of independent candidates in 
Indonesia inspired from Aceh, then why should only be applicable once in Aceh? 
Then why are not the rules run as the other regions, which is in fact also inspired 
from Aceh? 
 
Keywords : judicial review, conflict, aceh, local election 
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